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DILEMA UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH
DALAM ANGGARAN SEKTOR PUBLIK!

1. Pengantar

Dalam kesempatan yang teramat khusus ini, saya tidak akan membahas
tentang pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah. Bahkan saya tidak berniat
untuk mengulas tentang visi-misi pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang
mungkin merupakan fokus perhatian utama para dewan penyantun dan guru
besar serta hadirin pada dies natalis ini. Buat saya itu semua bukanlah tujuan
terpenting dalam kesempatan ini, lalu apa yang saya akan angkat sebagai topik
utama?

Dalam momentum ini ada baiknya kita menengok lebih luas tentang utang
luar negeri pemerintah dan anggaran sektor publik negara kita. Pertanyaan krusial
yang timbul adalah, adakah kaitan antara utang luar negeri pemerintah di satu sisi
dengan anggaran sektor publik di sisi lainnya. Jawabannya tentu saja tidak bisa
dikatakan tidak karena utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar
negeri, sudah berperan sebagai faktor yang mengganggu operasionalisasi kinerja
APBN. Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah
menampakkan signal negatif sejak pertengahan 1980-an. Ketika itu, terjadi
transfer negatif pada neraca pembayaran. Utang pokok dan bunga yang dibayar
kepada negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar dari pinjaman luar
negeri yang diterima oleh pemerintah.

Pada sisi lain, jika kita menganalisis APBN dan neraca transaksi berjalan
sampai saat ini, penyebab kenapa pemerintah harus berutang, jawabannya adalah
karena kesenjangan antara investasi dan tabungan pemerintah serta kesenjangan

defisit neraca transaksi berjalan. Oleh karena itu upaya meningkatkan tabungan

! Disampikan pada pengukuhan Guru Besar Ekonomi Publik dan Ekonomi Internasional Dalam
Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Tadulako pada tanggal 19 Agustus 2006
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menjadi sangat penting untuk keluar dari perangkap utang. Selain itu agar neraca
transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat maka kinerja ekspor mesti
ditingkatkan.

Hubungan utang luar negeri dengan anggaran pemerintah pada dimensi
APBN kita, sampai saat ini sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran pemerintahan
yang normal. APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri
maupun utang dalam negeri, merupakan simbol ketidakwajaran dari instrumen
kebijakan ekonomi negara ini. Pada satu sisi, utang luar negeri Indonesia sudah
menjadi beban kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak
memiliki ruang gerak memadai untuk melakukan ekspansi investasi. Anggaran
pengeluaran di negeri ini hampir habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar
negeri. Dalam kondisi seperti ini resep Keynes yaitu mendongkrak permintaan
melalui defisit fiskal tentu tidak akan memecahkan masalah. Dalam situasi yang
kita hadapi sekarang menstimulir perekonomian dari sisi permintaan bukan suatu
hal yang mudah. Stimulasi melalui kebijaksanaan fiskal mempunyai ruang gerak

yang terbatas karena beban utang pemerintah yang sangat besar.

2. Efek Hutang Luar Negeri Pemerintah

Menyadari bahwa hadirin adalah hamba Allah yang maha terdidik, maka
saya tidak perlu ragu untuk membahas lebih mendalam tentang utang luar negeri
pemerintah yang telah membebani APBN kita.

Menurut hemat saya, secara substansial utang luar negeri pemerintah
hingga kini, dapat dibagi ke dalam dua golongan:

1. Golongan pertama adalah permintaan yang proporsional berdasarkan
perhitungan matang dan cermat, terkait dengan peningkatan kapasitas
produksi nasional, dan efek repayment yang baik. Kondisi tersebut dapat
terlihat dari pembayaran utang yang tepat pada waktunya dan dapat

mendatangkan fee bagi negara.
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2. Golongan kedua adalah komponen permintaan yang tidak proporsional
yang banyak dipengaruhi oleh perilaku elite, birokrasi, termasuk unsur
korupsi dan kekuasaan. Realitas ini terlihat dari pembayaran utang yang

tidak tepat pada waktunya dan mendatangkan kerugian bagi negara.

Hadirin yang saya hormati

Dengan demikian transaksi utang luar negeri di Indonesia selama ini
mengalami distorsi sehingga menimbulkan permintaan berlebihan (excess
demand), yang menurut pengamatan kami bersumber dari perilaku penentu
kebijakan dan birokrasi yang boros. Permintaan utang luar negeri berlebihan
diakibatkan oleh kelembagaan yang mendukung proses kebijakan dan transaksi
utang luar negeri dalam implikasinya berjalan tidak sehat dan tidak efisien.
Kelebihan permintaan tersebut akhirnya menimbulkan kemampuan membayar
yang lemah sehingga tidak tepat waktu dan menyebabkan kerugian negara.
Potensi untuk memperbaiki mekanisme kebijakan publik tersebut terhambat
karena upaya pemerintahan sampai kini masih sangat represif dalam penanganan
utang luar negeri. Akibatnya jika kita tilik proyek yang dibiayai oleh utang luar
negeri, seperi fenomena gunung es, ada ratusan bahkan ribuan proyek yang
berjalan dengan anggaran dari utang luar negeri pemerintah penuh dengan
praktek korupsi, "mark up’, dan perburuan rente. Proyek-proyek menjadi tidak
efisien dan negara menanggungnya dengan beban pembayaran yang mahal dan
mencekik.

Implikasi dari pinjaman luar negeri yang tidak efisien di negara kita adalah
beban utang semakin besar karena penundaan pembayaran sehingga terjadi
pengalihan dana investasi untuk cicilan. Potensi fiskal untuk investasi
pembangunan langsung hilang karena potensi anggaran tersebut harus dialihkan
untuk pembayaran bunga dan cicilan utang khususnya utang luar negeri. Itu
berarti ada sumberdaya yang hilang, padahal seharusnya potensial sebagai injeksi

dalam memacu pertumbuhan ekonomi kita.
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Kondisi fiskal yang berat pada masa mendatang akan diikuti oleh kontraksi
dengan cara peningkatan pajak berlebihan. Dalam kondisi seperti ini tidaklah
mengherankan jika sebahagian besar penerimaan pajak dikeluarkan untuk
anggaran pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi rakyat membayar pajak
buat pembayaran utang sehingga umumnya penghasilan dari pajak ini tidak
bergulir untuk investasi langsung.

Dalam situasi emergency saat ini, maka ada baiknya pemerintah berbicara
dengan nurani. Apakah layak hak rakyat terhadap anggaran musnah untuk
membayar utang luar negeri yang najis? (Odious Debts) tersebut? Jadi, mesti
dihindari kegenitan retorika teknokrat yang hampa politik, dengan mengajukan

secara tegas keputusan yang berpihak pada rakyat.

3. Beban Berat APBN

APBN pada tahun 2006 sebesar Rp.625,2 trilyun dengan pemasukan pajak
sebesar Rp.416,3 trilyun. Peningkatan penerimaan dari pajak sebesar 20 persen
dari tahun 2005 (Rp.346,8 triliun) cukup menggembirakan kita semua. 7ax ratio
masyarakat Indonesia telah meningkat dari 13,2 persen pada tahun 2005 menjadi
13,7 persen pada tahun 2006, tetapi hanya tersisa sangat sedikit untuk
pembiayaan pembangunan langsung. Peningkatan pajak tersebut masih
menimbulkan kesulitan untuk melakukan ekspansi investasi pemerintah, karena
anggaran negara terkuras untuk pembayaran utang khususnya utang luar negeri
pemerintah. Hak masyarakat atas anggaran publik dikebiri sehingga akses
terhadap program kesehatan, pendidikan, pangan harus dialihkan untuk
membiayai utang khususnya utang luar negeri pemerintah maupun cicilannya.
Peningkatan deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN untuk APBN) sebesar 23,3

trilyun di tahun 2006 hampir terkuras untuk membayar utang luar negeri

2 Utang najis adalah utang yang diberikan negara donor atau lembaga multilateral, namun tidak
digunakan untuk keperluan pembangunan atau dengan kata lain utang tersebut tidak sampai
ke tangan rakyat sehingga sah apabila utang ini tidak dibayar sebagai suatu utang pemerintah
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pemerintah yang saat ini berjumlah USD 78 miliar. Belum lagi beban utang
domestik dan pengeluaran rutin lainnya, yang tidak bisa dihindari.

Jadi kunci persoalan adalah beban utang luar negeri, yang telah melampaui
batas kemampuan kita untuk melayaninya. Bahkan jumlah beban pembayaran
utang tersebut telah memasung hak ekonomi masyarakat luas atas anggaran
publiknya. Departemen Keuangan menghitung cicilan pokok sebesar Rp. 76,6
trilyun pada tahun 2006 atau 12,25 persen anggaran akan habis untuk
pembayaran utang pokok dan bunganya. Angka itu lima kali lipat dari jumlah
bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada rakyat miskin
sepanjang 2006 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Tidak heran jika
dikatakan bahwa utang luar negeri pemerintah adalah kanker bagi APBN selama
puluhan tahun terakhir. Pengurangan stok utang luar negeri pemerintah harus
menjadi salah satu objektif untuk meningkatkan kapasitas APBN.

Memang perlu kita syukuri bahwa sekarang ini utang luar negeri Indonesia
dalam keadaan layak karena debt sustainability yang mengacu pada rasio total
utang terhadap PDB makin rendah nilainya, yang menggambarkan secara teroritis
semakin sehatnya keadaan utang negara kita. Rasio stok utang baik utang luar
negeri maupun dalam negeri terhadap PDB tahun 2005 adalah 38,5 persen, dan
ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan keadaan tahun 2000 di mana rasio utang
pemerintah terhadap PDB mencapai 51,70 persen. Namun menekan rasio utang

terhadap PDB bukannya tanpa biaya.

Hadirin yang saya hormati

Apa saja biaya yang harus dikeluarkan? Sebuah studi oleh Morris Goldstein
menyatakan bahwa ongkosnya sering kali berupa perubahan kebijakan untuk
memastikan bahwa negara pengutang memiliki cukup surplus untuk membayar
utang luar negerinya, dan memastikan bahwa pembayaran utang tidak akan
mengganggu pertumbuhan. Kebijakan umum diambil adalah dengan menerapkan

suku bunga yang tinggi dan kebijakan fiskal yang ketat terutama pungutan pajak
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yang tinggi sehingga ada cukup sumber dana untuk membayar utang. Menurut
Goldstein, kebijakan seperti ini di negara yang mengalami krisis akan berdampak
negatif pada pertumbuhan dan juga pada ketidakstabilan politik, terutama apabila
negara tersebut diperintah oleh pemerintahan koalisi dan APBN merupakan hal
yang selalu diperdebatkan. Tanda-tanda hasil penelitian ini kelihatannya sedikit
banyaknya telah nampak di negara kita. Ekspansi pajak pada tahun 2006 telah
berakibat pada lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini (sekitar
5 persen) dibandingkan dengan tahun 2005.

Pemerintah tidak boleh bermain-main dengan nasib rakyat. Karena rakyat
mempunyai hak mutlak terhadap anggaran publik tersebut. Tetapi praktek
kebijakan publik dan implementasi anggaran dari regim yang korup telah
menghilangkan kesempatan tersebut. Tim ekonomi pemerintah saat ini idealnya
tidak hanya mempunyai visi teknis fiskal belaka, tetapi harus mempunyai visi
ekonomi politik untuk membela kepentingan masyarakat luas. Sebab selama ini
tim ekonomi pemerintah hanya memandang utang merupakan kewajiban negara
untuk membayarnya. Untuk itu tim ekonomi mempunyai tugas membebaskan
sebagian beban utang khususnya utang luar negeri pemerintah, yang merupakan
produk dari praktek kebijakan yang distortif dan praktek korupsi yang meluas
pada masa regim yang lalu. Korupsi di sini termasuk birokrat asing, yang juga
sangat menikmati keuntungan super normal dari proyek-proyek utang luar negeri,
yang biasa di-"mark up”. Usaha diplomasi untuk membagi beban resiko di masa
lalu harus dilakukan sehingga resiko kesalahan rancangan utang dan kesalahan
prakteknya di lapangan tidak hanya dibebankan kepada pihak Indonesia.

Upaya tim ekonomi menerbitkan Surat Utang Nasional (SUN) untuk
mengurangi beban APBN dalam memperkuat kapasitas sektor keuangan sehingga
mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, menyerap tenaga kerja,
meningkatkan ekspor dan mempercepat pertumbuhan perlu didukung, tetapi
usaha untuk sekedar me-rescheduling utang luar negeri harus ditolak karena

hanya akan memindahkan beban ke generasi mendatang dengan tambahan
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beban bunga. Objektif dari negosiasi utang seharusnya adalah pengurangan stok
utang luar negeri. Rescheduling bukanlah jalan keluar terbaik dari kemelut utang.
Pemerintah Indonesia harus memiliki cukup alasan untuk mengajukan Aair cut
utang luar negeri seperti kasus Nigeria. Negara ini telah melakukan negosiasi
politik dengan kreditor asing yang menyebabkan mereka mendapatkan
pemotongan utang luar negeri pemerintahnya. Nigeria yang pada bulan Juni tahun
ini mendapatkan pemotongan stok utang lebih dari 60 persen dari Paris Club,
tidak mengimplementasikan program IMF. Nigeria mencanangkan perang
terhadap korupsi, dan membuat program pemulihan ekonomi National Economic
Empowerment and Development Strategy (NEEDS), tanpa didikte IMF, dengan
dukungan Inggris maju ke meja perundingan. Ironisnya pemerintah tetap saja
mengikuti resep manajemen utang klasik ala IMF, padahal hal itu terbukti tidak
efektif memperbaiki pengelolaan utang Pemerintah Indonesia (debt sustainability).
Untuk itu pemerintah perlu melakukan diplomasi aktif dalam forum internasional.
Diplomasi dimaksud adalah “smart diplomacy” yaitu dengan melihat secara jeli
peluang perundingan dalam menegosiasikan secara aktif penghapusan atau
mereduksi utang debitor miskin.

Pemerintah dan DPR seyogyanya penuh kehati-hatian dalam merencanakan
anggaran publik dan harus memiliki konsep yang matang untuk membebaskan
APBN pada tahun mendatang dari beban utang yang sudah banyak mengisap hak
rakyat. Negara dan masyarakat mempunyai hak untuk tidak membayar sebagian
utang yang najis, karena penyimpangan yang dilakukan oleh individu dalam
keputusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Pendekatan para
teknokrat diharapkan tidak hanya bersifat teknis fiskal belaka, tetapi harus
dijalankan dengan menggunakan ‘political economy”, melalui tindakan politik,
diplomasi ekonomi, dan bahkan tindakan kolektif dari ‘"stake holders”, yang
berkepentingan terhadap APBN.

Jika terjadi transaksi utang individu perusahaan, maka kewajiban pihak

yang melakukan transaksi membayarnya. Transaksi utang individu ini berbeda
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dengan transaksi utang publik dimana pihak yang tidak memutuskan ikut
menanggung resiko dan beban atas kesalahan pengambilan keputusan tersebut.
Karena itu, syarat adanya transaksi pada domain publik adalah transparansi,
akuntabilitas, dan demokratis.

Utang luar negeri pmerintah adalah keputusan politik, yang berada pada
domain publik. Ini berbeda dengan transaksi individu atau pertukaran swasta.
Pada kebijakan publik prasyarat-prasyarat keterbukaan, transparansi, demokrasi
dan tahapan yang baik merupakan bagian dari elemen yang penting. Jika
prasyarat itu tidak ada, maka transaksi tersebut pasti merugikan publik. Utang
luar negeri juga merupakan keputusan publik, yang prasyarat-prasyaratnya harus
memenuhi standar, dan tidak boleh dijalankan dengan pola pemerintahan yang
tertutup dan otoriter.

Transaksi publik yang menyimpang dan dinodai praktek korupsi pemerintah
dan birokrasi dapat dituntut untuk tidak dibayar begitu saja. Dalam kasus utang
luar negeri pemerintah, praktek korupsi juga dilakukan oleh birokrat asing dan
perusahaan pelaksananya. Publik dan masyarakat luas memiliki hak untuk
melindungi anggarannya dari praktek seperti itu. Jika dilakukan, maka pemerintah
telah memperhatikan hak rakyat atas anggaran, sehingga program kesehatan,
pendidikan, pembangunan infrastruktur sosial, dan pembangunan lainnya bisa

dijalankan dengan baik.

3. Kesimpulan
» Penyebab utama permasalahan APBN kita dari tahun ke tahun adalah utang
luar negeri pemerintah. Pertama, utang luar negeri pemerintah telah
menyebabkan rendahnya kemampuan tabungan pemerintah dalam
membiayai pengeluaran pembangunan sehingga pemerintah terus
melakukan utang luar negeri untuk menutupi ketidakmampuan tabungan
pemerintah. Artinya APBN Indonesia telah terjebak dalam perangkap utang

(debt trap) dengan gali lubang tutup lubang.
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Kedua, utang luar negeri pemerintah tidak menambah hasil bersih modal
asing (netto) yang masuk dalam APBN, tetapi justru negara yang harus
membiayai pihak kreditur luar negeri. Terbukti APBN selama ini, negara
telah melakukan transfer negatif kepada kreditor asing.

Ketiga, besarnya beban utang luar negeri pemerintah telah memaksa
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, menekan
pos anggaran belanja pegawai, subsidi, dan pengeluaran pembangunan
sehingga utang luar negeri pemerintah berdampak buruk terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Keempat, akibat utang luar negeri pemerintah, negara diintervensi oleh
pihak asing, terutama oleh IMF. Untuk membuat dan menetapkan APBN
saja harus mendapatkan persetujuan IMF sehingga pemerintah dan DPR
tidak berkutik.

Jadi jelas utang luar negeri pemerintahlah yang menjadi salah satu
penyebab APBN kita mengalami krisis. Maka solusi untuk menghentikan
pendarahan APBN (bleeding) adalah dengan mencabut permasalahan utang
luar negeri pemerintah dari APBN

Langkah-langkah kebijakan politik ekonomi pemerintahpun sudah
seharusnya untuk diubah 180 derajat, yakni dari APBN yang sangat
tergantung pada utang luar negeri, tidak mandiri dan memihak asing
menjadi APBN yang sepenuhnya digunakan untuk jalannya operasional
negara demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya pengurangan utang (debt stock) dapat dilakukan melalui
arbitrase international. Ide dasarnya adalah pihak kreditor multilateral (IMF,
Word Bank, dll.) dan bilateral harus ikut bertanggung jawab atas kegagalan
mereka didalam ikut mengelola manajemen utang para debitor, sehingga
muncul wacana mengenai odious debt (utang najis) yang kemudian

kreditor memberikan kompensasi berupa pengurangan utang tersebut.
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Profil Sub Sektor Perkebunan Sulawesi Tengah, Palu 1990

Die staatliche Erddlindustrie als Instrument zur Verfolgung
auBenwirtschaftlicher Interesen Indonesien, Minchen 1998

The infrastructure Implication on Social Economy Life in Lore Lindu
National Park, Palu 2001

Regional Autonomy and Regional Development in Indonesia, Bogor 2000
Paradigma Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Rakyat Dalam
Menyongsong Otonomi Daerah, Palu 2000

Peranan Perbankan Khususnya Bank BNI Terhadap Usaha Kecil Sulawesi
Tengah, Palu 2000

Rencana Induk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batui
Sulawesi Tengah (Rencana Strategis), Palu 2000
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Sulawesi Tengah, (Rencana Strategis), Palu 2000

Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
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Peneliti)

Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Morowali, Palu 2001
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Perspektif Otonomi Daerah di Sulawesi Tengah, Makalah Disampaikan
pada seminar yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fakultas Ekonomi bekerjasama dengan HMM, HIMIESPA dan HIMAKSI
Tanggal 19 Februari 2000 di Pogombo Palu.

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Morowali 2001-2006 (Anggota Tim
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Pola Dasar Pembangunan Sulawesi Tengah 2001-2005 (Anggota Tim
Penyusun)

Program Pembangunan daerah Sulawesi Tengah 2001-2005 (Anggota
Tim Penyusun)

Otonomi Daerah dan Pembangunan Sulawesi Tengah, Dalam Jurnal
Tadulako, April 2000
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Sumber-Sumber Penerimaan PAD dan Efisiensi Pemanfaatan APBD
Kabupaten Banggai Kepulauan, Palu 2001

Penyusunan Program Pembangunan Kapet Batui Sulawesi Tengah, Palu
2001
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Rencana Stratejik (Renstra) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2001-2006

Format Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Sulawesi Tengah, Makalah
Disampaikan pada Seminar Sehari ,Peranan Perbankan Untuk
Mengembangkan UKM Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan di Provinsi Sulawesi Tengah™ Tanggal 20 Juni 2002.

Program Penguatan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,
Materi Pelatihan Tehnik Evaluasi Diri, Kerjasama badan Pendidikan dan
Latihan Propinsi Sulawesi Tengah Diklat dengan Pusat Kajian
Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas
Tadulako, Palu 2002.

Steuerung der Kontrakt-Produktions-Firmen im Sinne
auBenwirtschaftlicher Absichten der Republik Indonesien, Miinchen 2005

Penyusunan Data Base untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Buol, Palu 2002

Penyusunan Data Base untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Parigi Moutong, Palu 2003

Exit Strategi Program jarring pengaman Sosial Bidang Kesehatan
Kabupaten Banggai, 2003

Review Master Plan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Batui, Palu 2004

Evaluasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Gakin di Sulawesi Tengah, Studi
Kasus Kota Palu dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Palu 2004

Ekonomi Perrdagangan Internasional, Palu 2004

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP)
Kabupaten Banggai Kepulauan, Palu 2004

Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso, Palu 2005
Ekonomi Publik, Palu 2005

Die PD. Sulteng als Instrument zur Verfolgung staatlicher Interessen
Zentralsulawesis Miinchen 2005

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tolitoli, Tolitoli 2006

Identifikasi Komoditi Unggulan Sulawesi Tengah, Makalah Disampaikan
pada Seminar Nasional & Bazar Intermediasi di Palu pada tanggal 12
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Pelatihan

1 : Mengikuti Training of Trainers (TOT) Manajemen Kebijakan Publik di
Makassar Pada Tahun 2001

2 : Pelatihan Evaluasi Diri, Dewan Pendidikan Nasional DIKTI, September
2001

3 : Mengikuti Training of Trainers (TOT) Penatausahaan Keuangan Daerah

bagi Calon Tenaga Pendamping Staf Pembukuan di Daerah yang
Diselenggarakan Oleh Departemen Dalam Negeri Dari Tanggal 25 s/d 29
Agustus 2003 di Jakarta dan telah dinyatakan Iulus untuk menjadi
Tenaga Pendamping Staf Pembukuan di Daerah dalam Melaksanakan
Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) Berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

4 : Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan "Sistim Anggaran Berbasis Kinerja
yang Diselenggarakan oleh Pusat Studi Investasi dan Keuangan
Bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan
Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan Republik
Indonesia di Jakarta dari Tanggal 5 s/d 11 Juni 2004 Meliputi 50 Jam
Pelatihan

n

5 : Training on Global Value Chain Analysis in Cacao, Fishery and Coconut,
Dilaksanakan oleh UNIDO, Makassar 2004
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